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TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayvanan publik serta untuk memberikan
perlindungan bagi masvarakat dari penyalahgunaan wewenang
di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cirebon Tentang Penetapan Kode Etik Pelayvanan Di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038),

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

s

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah
Daerah, BUMD dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2012 Nomor 6, Seri E.2);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri
D.10);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 84 Seri D, 10);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 61 Seri E.54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Kode Etik Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

2.

HAK PETUGAS PELAYANAN

a. Mendapatkan Update perundang-undangan serta peraturan
terbaru terkait masalah Perizinan dan Non Perizinan:

b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan
terkait tugas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

c. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan
wewenangnya di pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN
a. Memberikan Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
b. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;

c. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap
masyarakat;

d. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang
berlaku;

e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

f. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan
tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.



3. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

a.
b.
c.

d.

Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Diskriminatif dalam melakukan pelayanan:

Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk
apapun;

Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau
dokumen.

4. SANKSI PETUGAS PELAYANAN

2

d.

a. Teguran lisan;
b.

Teguran tertulis;
Pernyataan tidak puas;
Pemberhentian sepihak;

5. KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

a.
b.
¢

Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
Menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Dinas;

Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan
petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan:

- Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan:

Tidak makan saat melakukan pelayanan;

Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan
pelayanan.

Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Juni 2020

mbina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

Inspektur Kabupaten Cirebon;

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon;

KETIGA
ditetapkan.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth.

3. Yth.

4. Yth.

5. Yth.

6. Yth.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon.



